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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi internasional merupakan fenomena global yang semakin
kompleks dalam dinamika hubungan internasional kentemporer (Castles & Miller,
2014). Mobilitas mnu.u;ai:l lintas bamdmwmgkzl secara signifikan dalam
beberapa dekade l:ﬁ:ltlﬂr seirng. m Mﬂgnn globalizasi, konflik
bersenjata, mn m tlobal, sk ian lingkungan yang
mempengﬂtiu knndlﬁl!&ﬁiqnnm:nkm di b:rhlgnl kawasan, duniz (United
mﬁu; .*mm uﬂ;gwu..urmn for H{pwﬁnumrﬂﬁ ‘hahwa jumlah
migran intemasional secam global telah mmmﬂpm orang pada
lahn Mﬁlmu sekitar 3, 7% dari populasi dunia, dﬂlmmﬁhu migrasi
sebagal salah satu isu utama dalam agenda politik global (1OM, 2024; UN DESA,
Eﬂi-iji;:.ﬁlimi:unte!:s ini, migrasi Hdok hanya dipahami mhagﬁi'w sosial,
: mplﬁg iﬁgﬂl isu politik -y:ng berkaitan dengan keamanar, :w:itan

Di antara betbagm kawasan tujuan migrasi ghﬂﬂ, ‘mr.mﬁlia.u salah
satt destinasi wiama bagi migran dari kawasan Afrika dan Timur Tengah
ﬂmmmmmmﬁs antara Afrika dan Eropa menjadikan
kawasan Laut Mediterania sehagai jalur nugmﬁm paling sering digunakan
oleh mmMmmﬂpﬂl w@ﬁm [Squire et al, 2017},
Ribuan migran dilaporkan meninggal setiap tahun ketika
Lout Mediterania menggumakan perahu hﬁlmﬁhk layak berlayar (IOM,
2024; UNHCR, 2023).

Imenm'ba menyeberangi

Sitasi tersebut semakin mendapat perhatian  internasional setelah
terjadinya krisis migrast Eropa pada tahun 2005 (Geddes et al.. 2020). Pada tahun
tersebut, lebih dari | juta migran dan pencari suaka tiba di Eropa, sebagian besar
melalui rute Laut Mediterania (I0M, 2024; UNHCR, 2023}, Dinamika migrasi
dari Afrika menujo Eropa tidak dapat dilepaskan dan kondisi instabilitas politik.



konflik, serta kerentanan struktural di negara-negara transit seperti Libya, Tunisia,
dan Niger (UNHCR, 2023). Lonjakan arus migrasi ini menimbulkan tekanan
besar terhadsp sistem pengelolaan perbatasan dan  kebijakan suska di
negara-negara anggota Uni Eropa (Geddes et al., 2020; Tnandafyllidou. 2018).
Selaim itu, krisis ini juga memicu perdebatan politik yang intens terkait isu
keamanan, solidaritas antamegars anggoty, serta langgung jawab kemanusiaan
terhadap para pengungsi dan migran {w.'g;agjum, 2025).

D sisi qu,jlh‘mlm Mhﬂ-mmnm dikenal sebagai salah
safu  rute J:I:I@Hl '[:I:IlJ.ElgI M}t i dunia [Cﬂ]h‘ﬂ" 2021y, Insernational
ﬂrg:uu#ﬂﬁm for WMMM ribuan migran meninggal atau hilang
sefiap tahun saat mencoba menyeberangi Laut Hm dengan lebih dari
E,?h kemanan tercalnt pmin tahun 2015 saja m m Mln)ﬁl angka
kqﬂh 'l!,'q';ebrl.rt nmn}rcbahkn.u Laut Mediterania 5&:&*

mm’ﬂﬁﬁﬂ:ﬁh Eropa (Wolff, 2016). Kondisi ini menimbulkan tants
' bagi komunitas internasional dalam menyeimbangkan antara
perbatasan. pegara  dan  perlindungan hﬂkmstmmmnpmmlgmn
ﬁmﬁh&lﬁdum 2018).

Sebu.gﬂi respun tﬂrhadnp meningkatnya arus migrasi tersebut, Uni Eropa

! _' bl kebijakan mw&ﬂpeugelu]m
TI'JJEIII!I dm pamurm ]ﬁm cksternal (Lavenex. 2020). Kebijakan
cakuy penguatan  kontrol perbatasan, pemingkatan pengawasan
maritim di kawasan Laul Meditersnia, serta kerja sama dengan negara-negara
transit di kawasan ﬁhkﬂﬂtﬂkﬂMﬂﬂﬁgﬂﬂ‘ﬂiﬁﬂk teratur menuju Eropa
(European Commission, 2020). Dalam implementasinya Frontex  (Ewropean

Border und Coast Guand  Agercy) memainkan peran penting  dalam
mengkoordinasikan pengawasan perbataszn eksternal Uni Eropa serta mendukung
negara-negara anggotn dolam operasi pengamanan perbatasan (Frontex. 2023).
Melalui berbagai kebijakan dan mekanisme tersebut. Uni Eropa berupaya



mengendalikan arus migrasi tidak teratur sekaligus menjaga stabilitas keamanan
kawasan (UNHCR, 2016},

Namun demikian, berbagai kebijakan pengamanan perbatasan yang
diterapkan oleh Uni Eropa juga menimbulkan perdebatan terkait dampaknya
terhadap perlindungan hak asasi manusia para migran (Guild. Costello, Garlick.
Lax, et al, 2015). Sejumish organisasiinternasional dan lembaga hak asasi
manusia menilal  bahwa mwﬁekam:w::yang terlale kuat berpotensi
membatasi akses gt!lhﬁn’tg;m, mwmim meningkatkan risiko
yang d]h.ndapi migran selama perjalanan migrasi mereka (Moreno-Lax. 2018).
Oleh m itu, mmﬁmi {ﬂ'.hmsun Laut Mﬂdﬂlmu tidak hanya menjadi

hﬁm Mﬂnﬁnﬂ mtenmmﬂ] yang bEI'kﬂ.IIﬂJ! m m kebijokan
migrasi, dan perlindungan kemanusiaan (Fangues & Fathﬁi:ﬁ,_n!}}.

Pendekatan kebijakan migrasi Uni Eropa dalam hehﬂlpl.—hhnn terakhir
ﬁ:nngw dengan strategi yang dikenal sehagai eksternalisssi perbal
{Ennmmﬁd.., 2015; Paoletti, 2012). Strategi ini merujuk pada upqu untuk

memindahkan kontrol migrasi ke luar wilayah geugra.fil‘ﬂj_lp;qalall,ﬂ.iﬁn sami
dﬁm negari-negary transit seperti Libya, Tunisia, dan Niger (Reslow. 2012).
Da{;m. praktiknya, kerja sama tersebut mencakup dukungan finansial, pelatihan
sparat keatmanan, seta. pengustan Knpasias lnbaga pengawasan perbatasan i
negar-negars tersebut [&Mf&,;ﬂmmsduh,c mﬂﬂ, Melalui mekanisme ini,
migran yang mencoba menuju Eropa sering kali dibientikan atau dikembalikan
sebelum mereka mencapai wilayah Um&npumiﬁﬁa’ﬁcz. 2013).

Kebijakan cksternalisasi migrasi ini telah menimbulkan berbagai kritik
dari organisasi hak asasi manusia serta kalangan akademisi (Frelick et al., 2016;

Lemberg-Pedersen, 2019). Berbagai laporan menunjukkan bahwa migran yang
dicegat oleh aparal keamanan di megarz-negara transit sering kali ditempatkan
dalam pusat detensi dengan kondisi yang tidak manusiawi, mengalami kekerasan,
atau bahkan diperdagangkan oleh kelompok bersenjata (Mixed Migration Centre.
2020; United MNations Support Mission in Libya & Romenzi, 2026). Human



Rights Waich dan Amnesty International melaporkan bahwa banyak migran yang
dipulangkan ke Libyva menghadapi kondisi penahanan yang sangat buruk sertn
berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (Amnesty Intemational, 2021;
Human Rights Watch, 2019).

Selain itw, kebijakan pengendalian migrasi di kawasan Mediterania juga
berdampak pada operasi penyelamatan kemanusizan yang dilakukan oleh
orgonisasi masyarakats Elpll (Cusumano ef n]., EUIEH Sejumlah organisasi
R Mﬁﬂﬁmw s
laut mnng w:hpl hﬁ!ﬂi hambatan huhim nnnpm administratil dari
negary-pegara Lropa {'m et al. 2018). Dalam beberapa kasus, kapal
penyelamat milik organisasi ot il arang beroperasi
dengan alasan -dug:!:m hterilhatan dalam Jm mﬁhﬂﬂupnn Manusia
(Graffin et o)., 2025; Tazzi & Walters, 2022), Situasi ini mencipta isi di

i mgmn vang mencoba menyeberangi Laut Madlfﬁ'ﬂl iu:lﬂi‘.ni rentan
Ierh.:ﬂ@ ﬂg:_kgmanan kurena terbatasnya operasi penyelamatan yang dapat
* dilakukan (Heller & Pezzani, 2017),

Kebijaknan imigrasi Uni Eropa dipecah mEﬂHﬁ.-Mhﬂpﬂ# strategi
Fqﬂhﬂ.ﬂ terbubung (Grundler, 2022; Trouner, "Ulﬁ’j Imm uﬁlﬂ: strateq
Ek_mlmm,_dj mana UE secam sistematis me '__=_'_ mhﬂm kontrol
perbatasan ke wm dan asal di A:ﬁ'hﬂh'l dan Barat (Sylla &
Schuliz, m_ﬁn wkﬂp Hfhﬂmrm Trust Fund for Africa. EU-Libya
Migration Cooperation, Malle Declaration, Mﬂﬂl af Understanding
EU-Tunisia EUCAP Suhel Niger yang memindahkan kontrol migrasi ke wilayah
Albikn sebinigia itk mmmmaany i DEEerr Wl wiliyali Biope seita
kebijokan yang memperluas mekanisme seleksi terhadap siopa vang layak

mempercleh perlindungan dan siapa vang ditolak, diantara adalah Falletea Swmmit
Action Plan, Malta Declaration, Strengthening Frontex (European Bornder and
Coast Guard Agemcy) tahun 2016-2021. New Pacr on Migration and Asylum
(Cassarino, 201%; Del Sarto, 2021}, Umi Eropa menyediakan pembiayaan,
pelatihon teknis. dan dukungan diplomasi untuk memperkuat kapasitas kontrol



perbatasan mereka secara eksplisit dengan tujuan mencegah migran Afrka
mencapai Eropa (Council of the European Union, 2017; European Commission,
2023).

Kedua adalah Peraturan Dublin, diantaranya Dwublin Comvention, Dublin If
Regulation, Dublin 1] Regwlation vaitu rezmm yang mengalihkan tanggung jawab
pencan staka ke negara anggota di rrmn:n'ﬁfpnn pertama kali memasuki wilayah
Uni Eropa (European Parliament, 2019; Sylla & Sehultz, 2020). Sistem ini, yang
dimaksudkan unfuk men:cﬂ; .m:Hku ‘shopping dan mengnlmkan masalah
tanggung jawab bersama, secam [ﬂkts manempntkm'm luar biasa pada
negara-negara perbatasan Eropa seperti ltalia, Yunani, dan Spanyol, yang dengan
demikinn menjadi negﬁ.ﬁﬂf‘ﬂepan dalam mmmw:m {B:luboc:k, 2018;
Niemann & Zaun, 2018).

Fenomens tersebut menunjukkan bahwa kebijakan: mﬁgtﬂr ﬂﬂﬁt*hunya
berkaitan dengan pengelolaan mobilitas manusia, tetapi juga berkaitan dengan
dimensi kekuasann dalam menentulon siapa vang dapal bergerak secar bebas dan
siapa yang dibatasi mobilitasnya (Glick Schiller & Salazar, 2013). [}m}iﬂjlﬂn
‘hubungan intemasional konternporer, berbagai penelitian mulai melihat Kebijakan
m%zﬂ sebagm bentuk praktk kekunsaan yang bpk‘mhn @gﬂn ﬁlgeiulaﬂn
kehidupan dan kematian dakm politik global (Mezzadra & Neilson, 2013;
Mountz, Mﬂ] Salah mpﬂﬂm teortis pn,g ﬂing digunakan untuk
menganalists fenomena ini adalah konsep nekrapoltik yang dikembangkan oleh
Achille Mbembe (Mbembe, 2003). Konsep ini muncul dan tradisi pemikiran kritis
yang menyoroti bagaimana kekuasaan negara tidak hanya mengatur kehidupan
masyarakat, tetapi juga menentukan batas-batas keberlingsungan hidup kelompok
tertentu dalam sistem politik global (Mbembe, 2019).

Konsep nekropolitik pada dasamyn merupakan pengembanpan  dari
pagasan biopolitik vang sebelumnya diperkenalkan oleh Michel Foucault
{Foucault, 1978, 2003). Jika biopolitik menjelaskan bagaimana kekuasaan modem

mengelola kehidupan populasi melalni berbagai mekanisme administratif,
keschatan, dan keamanan, maka nekropolitik berfokus pada dimensi kekuasaan



yang menentukan paparan terhadsp kematian (Esposito, 2008; Mbembe, 2003},
Dalam kerangka ini, kekuasasn polittk tidak hanva mengatur bagaimana
kehidupan dipelibara, tetapi juga bagaimana individu atau kelompok tertentu
ditempatkan dalam kondisi yang membuat mereka lebih rentan terhadap kematian,
baik secara langsung meupun melalui mekonisme struktural vang memungkinkan
kematian tersebut terjadi ( Agamben, 1995; Campbell & Sitze, 2013},

Menurut Achille, Mbembe, M;mjuk pada bentuk kekuasaan
yang menentukan Siapa yang mmmhmp vang dapat dibiarkan
mati dalam sostu sistem pnm {Mbembe, 2003, 2019), Kekuasaan ini sering kali
bekerja melalti peaciptaan mang-ruang kekuasan féftentu vang memungkinkan
negarn atau aktor puﬁﬁw untuk mmge.ks;{ns kelompok tertentu terhadap
kekerasan, ketidokamanan. maupun kondisi 'kalm;lupm ,rug sangatl rentan
fmimﬂ Dalam banyak kasus, ruang-ruang tersebut & -_Enhﬂ.knnlekj
l:uluﬁlhm, lonflik bersenjuta, sertn  sistem perlgund:ﬁln pquﬂ gmg

patkan kelompok tertentu di luar perlindungan hukum yang memadai
MMTM 2007).

Dalam konteks migrasi internasional, konsep Békropolitik digunakan
untuk. memahami bagaimana kebijakan perbatasan, sistem mmn serta
pmﬁ.ﬁi pengendalian mobilitas dapat menciptakan WM s@cara sistematis
mew WWEF risiko lkematian {ﬂn‘blﬂ et al, 2017;
Jensen, Jﬂlﬂ}. Kﬁﬂjﬁhﬂ m yang semakin dimiliterisasi. pembatasan
operas  pel usiman, serta praktik eksternalisasi migrasi ke
negara-negarn dengan puthndungm hl.lkumymglﬂdihﬁlpm menciptakan situasi
di mana para migran ﬂpahmmmh fnhn‘peﬂﬂlm vang semakin berbahaya

{Jones & Simonneaw. 2017: Pallister-Wilkins, 2015). Kondisi ini menunjukkan

bahwa kematian migran di perbatasan tidak selalu terjadi sebagai kecelakaan
sematn, letapi dapat dipahami sebagai konsekuensi dan strukiur kebijakan yang
membatasi akses terhadap mobilitas yang aman (De Genova, 2007).

Dimensi nekropolitik dari strategi eksternalisasi ini menjadi jelas ketika
melihat kondisi yang dihadapi migran di negara-negara transit (Davies et al.,



2017}, Kerja sama Uni Eropa dengan Libya telah memungkinkan Penjaga Pantai
Libva untuk menginterupsi ribuan migran di Last  Mediterania dan
mengembalikan mereka ke pusst-pusat detensi di Libya yang dikenal memiliki
kondisi sangst burnk (Lacher. 2025). Menurut berbagai laporan yang
didokumentasikan oleh onganisasi intemasional, para migran yang ditahan di
pusat-pusat detensi tersebul sering mengalami penyiksaan, kekerasan seksual,
kerjn paksa, ‘serta pembunnhan :r';ug dilakukan secars sewenang-wenang
(Amnesty Internationial, 2017; United Nations Support Mission in Libya, 2021),
Pada tahun Zﬂ;{lfﬁﬂ mwmmﬂurﬂmm h@kﬂ]a di pusat-pusat
detensi bhar Lﬂ:yn. ‘mendokumentasikan dan mcrawat 58 kasus tuberkulosis,
termasuk seorang pi.ﬁq: dengan malnutrisi berat yang bertnva kurang dari 40
M‘%ﬁihﬂi kondisi penahanan yang tidak 'M'{Méd{-cim Sans
Frontiéres, 2022), -

Kﬂpwayﬂngleh.hhﬂuunanmEmpamemﬁlmumﬂan
pola ek lisssi migrasi yang serupa. di mana pada Juli 2023 Uni Eropa
hﬂkﬂqhﬂlﬂm mk memberiken seltnr €] miliar l::-apﬂdn Tumisiz, duum E105
juh dialoka sl an secars khusus untuk pengelolaan perb
nliplm {'Eum]:ea.n Commission. 2023). Namun, ui:phnﬂﬁ lcnglsamn ini
menuai kritik dari berhﬂgm organisasi hak asasi manusia korena berlangsung
bﬂisihﬁlﬁ ! ingkatnyn tindakan represif terhadap migran asal Afrika
Suh—%n Hhh mfﬁlﬂiﬂl (Amnesty lnml, 2023; Human Rights
Watch, 2023). Laporan-laporan  tersehut  menda ntasikan  berbagai
pelanggaran  serius.  lermasuk - kekerasan ﬂiﬁ. ;!hgusimn paksa, serta
penelantaran migran di wilavah perbatasan Tuniska-
Libwa dalam kondisi tanpa akses yang memadai terhadap makanan, air, maupun
tempat perlindungan (Human Rights Watch, 2023: Mixed Migration Centre,
2020),

Mekanisme utama kedua dan praktik nekropolitik Uni Eropa adalah
strategl pencegahan dan kekerasan yang dizbaikan (Davies et al.. 2017; Jones &
Simonneaw, 2017). Berbeda dengan bentuk kekerasan langsung yang dapat



memicu kecaman internasional. berbagai kebijakan pengendalian migrasi di
kawasan Mediterania justru menciptakan kondisi di manas para migran dipaksa
menempuh rute perjalanan yang semakin berbahaya serta menghadapi risiko
kematian yang lebih tinggi di laut (Orav. 2024). Ketika organisasi masyarakat sipil
dan lembaga kemanusiazn melakukan operasi pencarian dan  pemyelamatan
{search and rescwe) lerhadap migran yang berada dalam bahaya di Laut
Mediterania, mercka sering mengha#_ﬁ H‘hhmahsasn tekanan hukum, sertn
pembatasan adminisiratif yang ‘menghambat opemsi penyclamatan  terscbut
{Cusumano, 2’.']]5‘; mue.l.hlﬂ; et i]..,_ﬂﬂlﬂ. Ecbn]&ujw, ketika Penjaga Pantai
Libya yang mi.-mpemtlﬁ chﬁntm pelatihan dan pendanaan dari Uni Eropa
mmlgﬂlm:;_mn di kuiﬂmmgﬂnhahka.n m:ﬂ-&’lﬁ;gm.. tindakan tersebut
sering diposisikan sebagai bagian dari upaya nwpmy&myi’upnn manusia
dan mdu]mn migrasi tidak teratur (Cusumano et al, 2019;
erg-Pedersen, 2019). Perbedsan perlakuan ini menunjukkan ﬂiﬁ?&ﬁuﬂm
g:mdl lhhtl ;mkllk pengelolaan migrasi yang dapat dipahami melalui kerangka
politik. ]!:phj logikn kekuasaan yang menentukan siapa yang berhak untuk
&Imﬂimﬂlnhnpn vang dibiarkan menghaduspi nsiko kemation dafam sistem
politik global (Shenawy, 2025; Tazzioli, 2020},

Konteks se.]nmh rnen]nrh sangat penting mthlk mm mengapa
w w it -m. ini sering hli m tidak proporsional
menargetkan mignm ﬂll Afrika dibandingkan hlhnpnh: migran lamnya
(Achiume, 2019: Kapoor, 2019). Sejarsh panjang dominasi Eropa atas
Afrika-mulai dari periode Serambie fior Afiicd (1884-1014), proyek kolonialisme,
hingga bentuk-bentuk neokolonialisme pada e pasca kemerdekasn telah
membentuk struktur ketimpangan global yang berkontribusi pada kemiskinan,
konflik bersenjata, serts ketidokstabilan politik di berbagai negara Afrika
(Nkrumah, 1963; Rodney, 1972), Selama berabad-abad eksploitasi kolonial,
kekayaan sumber daya Afrika diekstraksi untuk kepentingan kekuatan Eropa,

sementara warisan batas-batas negara yang arbitrer yang ditetapkan pada masa
kolonial terus memicu konflik dan instabilitas politik di kawasan tersebut {Herbst,



2000; Mamdani, 1996). Peneliti berpendapat bahwa kebijakan migrasi dan
hubungon eksternal Uni Eropa dengan negara-negara Afrika-dari Nigeria hingga
Niger serta dari Tunisia hingga Maroko-sering kali mencerminkan hubungan
kekunasaan vyang asimetris yang berakar pada sejarah  kolomal, di mana
negara-pegara Afrika berfungsi sebagai zona penyanggs (buffer zones) dalam
sistem pengendalian migrasi Eropa (Moreno-Lax, 2018).

Dimensi rasial @ari praktikspraktik pengendalian migrasi ini juga tidak
dapat dishaikan, karena bﬂl;lﬂaqi mﬂﬂm mﬁkan bahwa migran ssal
Afrika Sub“Saharn mm fingkat diskriminasi yang lebih tinggi
dalam sistem migrasi Eropa maupun di negara-negara transit (De Genova, 2018;
Hlylﬂin, EI}IT} Sebutah surve yang dilakukan pﬂ talwn 2020 di Tunisia

nemukan. bahwa sekitar 89 persen dari hampir 1000 résp i
Sﬁiﬂm ‘melaporkan mengalami penghinaan rasial, mm besar
IH.III:II!I_M meloporkan mengalami berbaga bentuk unduim mﬂktlf
,lgrmﬁuﬁ kekerasan fisik (Agyemang Dush & Wilson, 2025). Ketika insiden
me:rm ﬂi puhlasan terjadi seperti tragedi pada Juni 2022 di Meh]ll.,ﬁpﬁnml.
ﬂim li'ngr:m Afrika tewns ketika iIH#IIEﬂbﬂ.'-: pmg:p:mmasnn
ontara Mmku dan Spanyol banyak organisasi hak sasi panria et babwa
tidek ada akuntabilitas }Ia.n.p_; memadai atas kematian tersebut, sementara
I:eqm w perbatasan amfara Uni Eropa &m Hnrﬂﬂ Justru terus
diperkuat (Amnesty m ﬂﬂ] Dalam konteks ini, sejumlah peneliti
bmmm konstruksi rasial terhadap migran Afrika sebagai ancaman
keamanan telah menjadi hlg!.ln penting dari diskursus keamanan migrasi di

Eropa, yang pada gilimnmya mekgﬁ&mn peningkatan pengawasan perbatasan,
pembentukan ruang-ruang tanpa perlindungan hukum yang memadai, serta

praktik kekerasan yang dibingkai sebagai bagian dari ‘manajemen migrasi
{El-Taveb, 2011},

Konsep State of Exception membernkan kerangka teori tambahan untuk
memahami nekropolitik perbatasan Uni Eropa (Glick Schiller & Salazar. 2013;
Minca, 2007), Migran yang tertangkap dalam sistem kontrol perbatasan Uni Eropa



baik di Laut Mediterania, di pusat detensi, maupun di zona hukum abu-abu di
wilayah perbatzsan sering berada dalam kondisi penpecualian di mana
perlindungan hukwm yang bissanya berlaku bagi individu tidak sepenuhnya
diterapkan { Vaughan-Williams, 2015). Dalam kondisi tersebuot, para migran hidup
dalam situasi di mana mercka dapat terekspos terhadap kekerasan struktural
maupun praktik penahanan yang tidak manusiawi tanpa adanya konsekuensi
politik atau hukum yang signifikan baginegara (Basaran, 2015).

Laut Mediterania sendin dalam berbagsi analisis akademik dipandang
telah berubah ‘menjadi. ruang. mﬁm hukum, di mang, tanggung jowab
negard terhadap pcﬂﬁm.hdﬂupm manusia senng. kaﬂ'mhgid: tidak jelas
ata diperdcbatkan dalam prakik kebijokan perbafasan {Gumu;u & Vi, 2014).
Melalui kebijakan yang mengurangi kapasitas operasi penyelamatii i
se'hnh;ﬂ 'mempertum mekunisme pengawasan  dan m mjg'ﬂul
[F‘rﬂn—.ﬁm 2025). Sejumlah peneliti berpendapat bahwa Uni Hrq!ﬂ secara
tiduk Whﬁaﬁ menciptakan kondisi di mana Laut Mediterania menjadi salah
satu “kuburan terbesar bagr magran™ di duma, yang dapat dipahami sebugu bentuk

Hqg'nsm -ﬂﬂﬁtﬂm! melalui - pengabaian r:mmm af afﬂudanmcnr.l
(Mainwaring, 2019; Tuominen, 2021).

Rﬂiﬂlﬂuﬂ dengan ﬁlﬂh kolonialisme Eropa 'umgmh thmg untuk
menuham;dlmhhbm mt Uni Em]ntnﬂmhp ﬁfnkn dalam konteks
yang ﬂ hﬂ' {Iw, Im Rodney, 1972), Sejumlah  penelitian
menun}ulkan bahwa kebijakan Ekslnmahsasi u@uﬁ Uni Eropa sering kali
mencerminkan pols hubtingan neckolonial, di mana negara-negara Afrika tidak
secara langsung  dikendalikan secara politik. tetopi  dipengaruhi  melalui
mekanisme ketergantungan ekonomi, bantuan pembangunan bersyarat, serta
tekanan diplomatik dalam pengelolaan migrasi (Griffin, 2023; Zuiotts, 2016).
Dalam praktiknya, kerja sama migrasi antara Uni Eropa don negara-negara Afrika

sering dihubungkan dengan berbagai insentif finansial maupun ancaman
pembatasan bantuan pembangunan bagl negara vang dianggap tidak kooperatif
dalam menahan arus migrasi menuju Eropa (Castilleje, 2017). Ketika berbagai

]



laporsn menunjukkan terjadinya kekerasan terhadap migran Sub-Sahara oleh
aparat di negara-negara transit seperti Tunisia, sejumlsh analis menilal batwa Uni
Eropa tetap melanjutkan bahkan meningkatkan dukungan finansial dan kerja sama
keamanan, yang menunjukkan adamya toleransi terhadap prakiik kekerasan selama
tjusn pengendalian migrasi tetap tercapal (Collyer. 2021: Vosyliute &

Smmialowski, 2023}

Implikasi prakiis dani analisis nekrop terhadap kebijakan migrasi Uni

Eropa sangat s@ﬂ:ﬂm km;mﬁ pﬁﬂm i mkmknn penaliti untuk
melihat babwa kematian migran. di perbatasan bukan sekadar kecelakaan
bulkm,mlunkﬂ- ﬁgﬂ:w sebagai konsckuensi dm\iﬂﬂ:itur kebijakan
yang secary sistomatis membatasi mobilitas vang aman w kelompok tertentu
ﬂmg ﬂ Simonneau, 2017; Pallister-Wilkins, 2015). Ihm.mnggunakm
kerangks. mh'upnlll:ll:.. berbagai penelition menunjukkan  bahwa hhgnka.u
pengendalian perbatasan yang semakin diperketat sering kali menghasilkan
kﬂncﬂ}ﬂ:j'lnﬁ. secara tidak langsung meningkatkan risiko kematiin: Hﬁ'ﬂﬁg‘m
h‘pﬂhﬂ menggunakan rute perjalanan yang lebih berbahaya {Mountz,

mﬁ:

negara sebugal langkeh yang rasional. legal. dww m menjaga
I:Ednnhﬁu_m kmmlm p:rhﬂam, meskipun ﬁhmpm'ktlkn}n menymﬂikan
konsekuensi kemanusia: ﬁd{w (Guild, Costello (hrhck & Maoreno-Lax,
2015 Da!an'; .Icenmgbl ini, fnglkn n;a.*l;cn:q:u:l].lI.:'itr mm@lkka.n bagaimana negam
ankan klsim moralitss dan Jegalitas kebijakan
sambil tetap mnjainnka.n mn]mmsmf kekuasaan yang secara efektif menentukan
kelompok mana yang dilindungi kehidupannya dan kelompok mana vang
terekspos pada nsiko kematian dalam sistem politik global (Davies et al, 2017).

dapal secara simultan

Dengan demikian, pendekatan nekropolitik memberikan kerangka analitis
yang penting untuk memahami bagaimana kebijakan migrasi dalam politik global
dapat menghasilkan distribusi kerentanan terhadap kematian yang tidak merata di



berbagal kelompok populasi migran (Mbembe, 2003; Puar, 2017). Dalam kenteks
kebijokan imigrasi Uni Eropa terhadap migron asal Afrika, pendekatan ini
memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan
pengendalian perbatsan, kerja sama dengan negara-negam transil, seria
pembatasan terhadop operasi penyelamatan kemanusizszn dapat membentuk
ruang-ruang politik vang menempatkan migran dalam kondisi kerentanan yang
tinggi terhadap kekerasan maupun kematian (Stiecl. 2016: Walters, 2011).

Sejumlah penelitian nﬂmnj&hn ‘babwa praktik-praktik pengendalian
migrasi tersebut hd.ul; hmyn bwﬁmgn:ebagm mekanisme adninistratif uniuk
menm miobilitas mﬁmﬂﬁl, w;uga berperan dalam mm:]]ltaknn kondisi
gtruktural yang menentukan tingkat keamanan, puthamm bahkan peluang
bertahan hidup bagi para migran yang berusaha mencapai Wilavah Eropa
(Andersson. 2014; Fassin & Gomme, 2012). Oleh karena itu, penggunaan konsep

Ew menjedi relevan untok menganalisis bagaimann h:hij&n migrasi
J Erqﬂ ﬂiﬁk hanya mengatur pergerakan manusia lintas bats, tetapi juga
hmmpiﬁmi ]mh produksi kerentanan serts nisiko kematian vang secors tidok
proporsional diglami oleh migran asal Afrika dalam pesjalansn menuju Fropa
(Tazzioli & Garelli, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

w m mebu:l, penelitian ini Iﬂw untuk menganalisis
bagaimana kebijskan pengelolasn migrasi dan pengamanan perbatasan yang
diterapkan oleh Uni Ergpa dapat dipshami | mﬂhﬁ. perspektif nekropolitik,
khususnya dalam konteks pengendalian migrasi terhadap migran asal Afrika di
kawasan Laot Mediterania. Dengan menggunakan kerangka Konseptual
nekropolitik, penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik-praktik kebijakan
migrast Uni Eropa berkontribusi dalam membentuk kondisi kerentanan yang
dihadapi oleh para migran serfa bagaimana kebijakan tersebut berperan dalam
menentukan distribusi rstko kematisn di perbatassn Eropa. Oleh karena itu,
pertanyaan ulama penelitian ini adalah bagalmana kebljakan Imigrasi Unl



Eropa membentuk resiko kematian dan penderitann (nekropolitik) terhadap
populasl migran afrika?
1.3 Batasan Masalah

Batasan perelitian ini difokuskan pada kebijakan imigrasi Uni Eropa vang
berdampak langsung terhadap migran asal Afrka dalam kouron waktu kurang lebih
sejak krisis migrasi 2015 hingga tahun 2005 khususnya terkait kebijakan seperti
Dublin Regulation, eksternalisasi wm ke negara-negarn Afrka
Utara (Libya, Timisia. Niger), dan strategi deferrenie. di Laut Mediterania,
Penelit uﬁkmﬂnwmmm mugran dan kawesan fin (misalnya Timur
Tunﬂjh, Asia atou m Latin), kecuali :iujm:h-ﬁgmtuku sebagai konteks
\pu:dhnding vang mendukung analisis terhadg} puiuhnn ferhadap migran
%ﬁh. Fokus analisis diarahkan pada dimensi nekrog alitik, yaitu bagaimana
kebijakan dan praktik tersebut mengatur hidup-mati migran Afrika.

Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan
wawangara langsung kepads migran asal Afrika. dan data sckunder berupa
dﬂhunm_hhﬁqkm_ artike! jumal lmiah. laporan organisasi hak asﬁ‘:lﬁnusim
serta [sporan lembaga internasional dan media. Penelitian qﬁ'.f[tg:t tidatk bertujuan
menyusun rancangan kebijakan teknis baru secara mmunmusatkau
diri pada analisis kritis dan konsepiual atas praktik nekropolitik dalam kebijakan
imigrasi Uni Eropa techadap migran asal Afrika.

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya adalah
menghasilkan analisis yang sistematis don terukur mengenai dimensi Nekropolitik
dalam kebijokan smigrasi Uni FEropa terhadap migran asal Afrika, serta
parameter-parameter kebljakan vang menciptakan eksposur struktural terhadap

kematian dan pendertaan, sehinggs dapat dirumuskan pemahaman yang wtuh,
kritis. dan dapat dipertanpmungjawabkan secara ilmiah.

Secara lebih operasional, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

l. Mengetahui bentuk ekspresi nekropolitik dalam kebijakan imigrasi Umi
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Fropa terhadap migran Afrika, dengan merujuk pada kerangka teori
nekropalitik Achille Mbembe.

. Memahami  secara mendalam  mekanisme kebijakan eksternalisasi
perbatasan, rezim suaka, dan strategi deterrence vang secara sistematis
. Mengidentifikasi pola kematian di Mediterania

1.52

kebijakan migrasi Uni Eropa; prakiik eksternalisasi perbatasan, dan
dinamika kekuasaan dalam politik global. khususnya dalam
Konteks migrasi migran asal Afrika menuju kawasan Eropa.
Manfaat Prakils

Secars praktis, penelition ini diharapkan dapat memberikan



pemahaman yang lebih mendalam bagi para pembuat kebijakan,
organisasi internasional, serta lembags kemanusizan mengenal
implikasi  kebijakan pengelolsan migrasi terhadap kondisi
kemanusiagan para migran. Analisis yang dihasilkan dalam
penelitian  ini  dopat menjadi  bohan  pertimbangon  dalam
merumuskan kebijakan migrasi yang tidak hanya berorientasi pada
pengamanan perimtmaqr, u!:qn ]ugn memperhatikan  aspek
pc:r].miﬁugm hak. anﬁ manusia thu keselamatan migran, Selain
i, F:uchu.pt l'pi ﬁ@ dq:hﬂ mm}ﬂﬁ'!‘!{ﬁqnﬂ bagi organisasi
masyarakat sipil dan lembaga a.dvokn.s; ﬂug bekerja dalam isu
migrasi dan perlindusgan pengungsi, Kususnya dalam memmahani
dampak kebijakan eksternalisasi pﬂrbmﬂn dan  pengendalian
migrasi di kawasan Laut Mediterania. ﬂmm penelitian
ini diharapkan dapal mendorong diskursus keb .: . m lehih
seimbang antara kepenlingan keamanan negara dan ftanggung

jawab kemanusiaan dalam pengelolaan migrasi internasional.

1.8 M Penullsan

Sistmmlilm penulisan skripsi yang disusun Secara ihﬁ.]h idengan wpik
“Dimensi Nekropolitik dalam Kebijakan Imigrasi Ui Eropa ferhadap Migran asal
1. Bab I Pendahuluan: bab ini berisi umian umim mengenai penelitian
vang meliputi! latar belakang masalal yang menjelaskan konteks krisis
migrasi, kebijokan imigrasi Huilmpn-ﬂmmh\‘ansm}ﬂ dengan konsep
nekropolitik; rumusan masalah vmgdinmﬁs'hn dalam bentuk pertanyaan
penelitian yang tegas dan fokus: batasan penelitian yang menjelaskan

ruang lingkup materi, waktu, dan data yang dikaji; tujuan penelitian yang
dirumuskan secars operasional dan lerukur: manfast penelitian, baik
teoritis maupun praktis bagi pemangku kepentingan: serta sistematika
penulisan skripsi secara keselurohan.

1. Bab II Tinjauan Pustaka: bab ini memuat kajian pustaka don landasan
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Bab IV Hasll dan Pembahasan: bab ini

teoritis  yang menjadi  fondasi  analisis. Di  dalamnya dibahas
penelitian-peneliian  terdahulu terkait kebijakan imigrasi Uni Eropa,
migrasi Afrika, dan studi nekropolitik, ontuk menunjukkan posisi dan
kebaruan penelitian ini. Bab ini juga menguraitkan dasar-dasar teon yang
digunakan, seperti teori nekropolitik Achille Mbembe sebagai teori utama
serta kerangka intersectionality sebagai pisau analisis terhadap relasi
kuasa, ras, dan Eender datam kubﬁhm hm;:.!r.a.s

. Bab Il Metodologi Peeliifan: bab ini menjelaskan pendekatan dan
metode yang digunakan untuk menjawab I'ill'mm‘asalnh Di dalamnyn
mmmwm pendekotan pﬂuuiiﬁm,kﬁuaknn imigrasi
UE terkait nﬂgwﬁﬁih dan praktik implementusinya sshagai objek dan
fokus peneliuﬂt. sumber dan teknik mﬁn data. teknik
Penitinpulan informan serta teknik analisis il e Allisis tematik
~dan analisis desknptif mierpretatif. Bab ini juga ﬂmhli pﬂgﬂhﬂm
mght mengenai keabsahan data dan keterbatazan penulﬁmﬂhmggn
hrubun; antars tujuan, metode, analisis. dan kesimpulm _hmpnk
hnmﬁn dapat dipertanggungjawablkan.

enyajikan temuan utama
pmrllhun sekalipus pembahasannya dengan nmﬂnu Mgkn Leori
;mng 'u-.la.h ditetapkan. Isiaya meliputi pemetaan bentuk-bentuk dimensi
nekropalitik ﬂ;]nm_ h:bﬁ’h imigrasi Uni Eropa serta dampaknya
terhadap mqmn Afrika. Selanjutnya, bab. ini menguraikan mekanisme
konkret yang secara sistematis mengekspos migran Afrika pada risiko
kematian dan pqihrm Hﬂﬂl w operasi  penyelamatan,
praktik pushback. detensi, dan kﬂ]aﬁm‘na :Iengan rezim yang melanggar
HAM sertn mengaitkannya dengan konsep nekropolitik. Analisis kritis
juga diberikan terhadap nspek pertanggungjawaban hukum, invisibility

korban, dan implikasi normatif bag hak asasi manusia.

. Bab V Penutup: bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun
sebagai jawaban ringkas, padat, don langsung terhadap rumusan masalah,
berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, sehingga terfthal sejauh mana

la



usulan pengembangan penelitian di masa mendatang, misalnya dengan
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